BUPATI BOJONEGORO

PROVINSI JAWA TIMUR
Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN WALI AMANAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Bojonegoro, pada prinsipnya diperlukan penegasan
kembali atas kewenangan Desa itu sendiri berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa oleh karena Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa
dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian
hukum serta guna menghindari tumpang tindih diantara
Peraturan Bupati Bojonegoro yang mengatur mengenai
Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di
Kabupaten = Bojonegoro, maka perlu dilakukan
pencabutan atas Peraturan Bupati tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Wali Amanat Desa;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

S.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di

ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6043);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11.Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Wali Amanat Desa.

Pasal 1

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014
tentang Pembentukan Wali Amanat Desa, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Pebruari 2019

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

DR. Hj. ANNA MU’ AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.
YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS D UPATEN BOJONEGORO,
; <

YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

Nip. 19740403 199403 1 003



